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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus
Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta adalah:
1. Produk hukum dalam bentuk ”Perma” baik sebelum maupun sesudah berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, karena
kedudukan Perma tidak ada di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, tetapi
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
2. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan
pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta hingga saat ini belum
dapat dilaksanakan. Tahap pemeriksaan yang pertama, yaitu Polresta Yogyakarta.
Polresta Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini
tidak memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan Polresta Yogyakarta belum
menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Polri (Kepolisian Negara Republik
Indonesia) untuk memakai Perma tersebut sehingga Polresta Yogyakarta tidak berani
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untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah dari atasannya. Tahap
pemeriksaan yang kedua, yaitu Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kejaksaan Negeri
Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini tidak
memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum
menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia
untuk memakai Perma tersebut sehingga Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak berani
untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah dari atasannya. Tahap
Pemeriksaan yang terakihir adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri
Yogyakarta hingga saat ini belum menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 meskipun
bersifat mengikat dan wajib bagi pengadilan. Pengadilan tetap memproses perkara tindak
pidana ringan dengan tindak pidana biasa, karena jika Kepolisian dan Kejaksaan tetap
memakai pasal tindak pidana biasa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan,
maka Pengadilan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian
dan Kejaksaan.
B. Saran
1. Agar kekuatan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat mengikat bagi semua pihak, maka akan
lebih baik lagi bila Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dirubah menjadi Peraturan
Pemerintah atau Undang-Undang atau Perppu agar dapat diterapkan dan dapat mengikat
di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan selain agar mengikat dan bersifat memaksa
diharapkan juga memiliki sanksi yang tegas kepada seluruh aparat penegak hukum
tersebut agar ditangani dengan serius.
2. Kepolisian dan kejaksaan yang tidak terikat dan melaksanakan Perma Nomor 2 Tahun
2012 sebaiknya tetap melaksanakan spirit dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012  agar dapat
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menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi pihak pengadilan
yang tidak melaksanakan Perma Nomor 2 Tahun 2012 meskipun Perma tersebut bersifat
intern dan wajib dilaksanakan sebaiknya diberikan peringatan tertulis atau teguran yang
tegas dari Ketua Mahkamah Agung khususnya kepada seluruh Ketua Pengadilan negeri
yang ada di seluruh Indonesia.
 
 
193
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Al. Wisnubroto, 2009, Teknis Persidangan Pidana, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta.
Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Cetakan ke-1,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
-------------------, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
-------------------, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,
Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta
Bambang Poernomo, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Amarta
Buku, Yogyakarta.
M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan  Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
Oemar Seno Adji, 1980, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta.
Soedikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960
tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960
 
 
194
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-
Rumah Pelacuran, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1955
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di
Tempat-Tempat Umum, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1955
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di
Tempat-Tempat Umum, Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1956
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan
Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja
Yogyakarta, Lembaran Kotapraja Yogyakarta Nomor 24 Tahun 1953
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan
Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, Lembaran Kotapraja
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960
Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Bahan Hukum Sekunder:
Website/Internet:
1) http://m.pikiran-rakyat.com/node/103585
2) http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367-divonis_15_hari__pencuri_semangka_bebas
3) http://edisicetak.joglosemar.co/berita/terdakwa-pencuri-buah-randu-divonis-24-hari-
8556.html
4) http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44661
 
 
  
  
